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,,x;r", PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALO ULEO

NOMOR : 8.3262 /PSDKPLan.5/HK.3OO lxl2023
NOMOR : 140/UN29.12.1 /KS /2A23

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN

KONSULTASI, PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI, DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT TERKAIT BIDANG PENGAWASAN
. SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Bulan oktober tahun 2023 bertempat
secara terpisah (desk to desk), kami yang bertanda tangan di bawah

ini:

L llama : Kurniawan

Jabatan : Kepala Pangkalan pengawasan sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Bitung, Direktorat

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama upr pangkalan

Pengawasan sumber Daya Kelautan dan perikanan Bitung,
berkedudukan di Jalan Tandurusa - Naemundung, Aertembaga II, Kota

Bitung, sulawesi Utara Telp. : (oa3s) 223gls6 yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAII KESATU:



Nama

Jabatan

--2--

: Asriyana

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,

Universitas Halu Oleo, Kendari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan

dan Ilmu Kelautan, universitas Halu oleo, berkedudukan di Jalan
H.E.A A#okodo*"ipit l{ampts Bttmi Hijatt Tridharr.ea &rrrd.trortoht*

Kendari, sulawesi Tenggara 93232 yang selanjutnya disebut
sebagai PIIIAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka peningkatan

kapasilas sumber daya manusia dan pengabdi"an kepada masyarakat
di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
a- bahwa PIHAK KESATU artatah unit Kerja d.i Lingkungan

Kelnenterian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebifakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan.

b. bahwa PIHAK KEDUA unit kery'a di bawah universitas Halu oleo
yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan umum
tBtut ytrrg merrrprrnya* tugas' datarr meta*ukarr- pe.n.*i*ikmr,
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta pengabdian kepada masyarakat di bidang perikanan dan
kelautan;

c. Bahwa telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Mou) antara
Kementerlan Kelautan dan perlkanan dengan Kementerian
Pendidtkan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor oz/MEN-
KP/KB/vrlr/2o122 dan Nomor or .t lv$r/NK/zoz2 tentang sinergi
Pembangunan Kelautan dan perikanan melalui pengembangan

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
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d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan

Penyusunan Pe{anjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Ol€*t karere itu PARA PIH*K sepakat ttntttk raeld<trkan Perjantiiart

Ke{a Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

dan Konsultasi, Pertukaran Data dan Informasi, dan Pengabdian

Masyarakat Terkait Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana

tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Fasa[ I
Maksud dan Trrjuan

Maksud Pe{anjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai
landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian

,Kerja Sama ini.
Tujuan Perjanjian Ke{a Sama ini adalah dalam rangka
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan konsultasi,
pertukararr *ata darr inforntasi, darr petgabdiarr masyarakat
terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

IQuang Li*gkr*p
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan

b. Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian

masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan.

Pasal S

{1) peningkatan r..p""it"J'*il:"1.r" manusia dilakukan

melalui:

(u

(21
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*+*

a. Saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan

pegawai danlatau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan

dan magang k rj? mahasiswa yang relevan sesuai

persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

b. Pelaksanaan Program PSDKP Mengajar; dan

e. U'rrtttk rnettingkatkan kapasitas strmber daya martusia d'i

bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,

dapat dilaksanakan melalui seminar, symposium, diskusi,

works?wp, sosialisasi, Foctts Group Di.sanssion {FGq,
penelitian dosen dan mahasiswa dengan melibatkan PARA

PIHAK.

Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian

masyarakat terkait bidang pengawasa.n sumber daya kelautan

dan perikanan dilakukan melalui:

a. Dukungan ahli dalam rangka penanganan tindak pidana

kelauta.n dan perikanan;- dan

b. Pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui

publikasi bersama dalam jurnal ilmiah dan melalui

kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan.
PIHAK KEDUA melibatkan seluruh sumberdaya (resourresl yang ada

pada program studi sebagai berikut:

Manajemen Sumberdaya Perairan

Budidaya Perairan

Ilmu Kelautan

Agrobisnis Perikanan

e. 
"ekrrclogi 

F*asi.l Perik*earr

f. Perikanan Tangkap

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam

rencana aksilkeda/kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK

setiap awal tahun akademik.

(3)

a.

b.

c.

d.

(41
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Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(U Hak PIHAK KESATU:

a. Mendapatkan keselpatan melaksanakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber

daya kelratrtart da* perikanaft;

b. Dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan; dan

c. Mendapatkan data dan informasi terkait pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan

kesepakatan PIHAK KEDUA.

(21 Hak PIHAKKEDUA

a. Dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan;,

b. Ditibatkan dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan
' sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang

dilakukan oleh PARA PIHAK; dan

c. Mendapatkan dukungan ahli dalam penarlganan tindak
pidana kelautan dan perikanan.

t3) Kewajiban PIHAK KESATU

a. Meti'-kkmr PIHAK KEDUA datarr kqirrtar pergabdiarr

kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan;

b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam publikasi ilmiah terkait
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk
kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK; dan

c. Memberikan dukungan ahli dalam penanganan tindak
pidana kelautan dan perikanan.
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Kewqjiban PIHAK KEDUA

a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU dalam

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

b. Melibatkan PIHAK KESATU dalam kegiatan peningkatan

kapas*tas strmber daya maettsia d+ b*furtg peftgawasan

sumber daya kelautan dan perikanan; dan

c. Memberikan data dan informasi terkait pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan

kesepakata.n PARA PIHAK.

Pasal 5
' Pemantauan dan frrafuasi

PARA PIHAK secara bersama-sarna melakukan pemantauan

dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara

berkalapating sedikit 1 [satu]. kali dalam setahun.

Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan secara insidentil
sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Pembiayaan

Segata biaya ya:rg tiilrbfrt dalarr pretaiksaraar Perjarrjiar Kerja Sa:rra

ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing
PARA PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Kerahasiaan

selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama
ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau
informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama
irri"

(1)

{21
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Pasal I
Keadaaa Kahar

Keadaan Kahar atau peTstiwa yang terjadi di luar kekuasaan

PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan,

huru-hara, epidemic, kebakaran, keputusan pemerintah atau
instane* yar€ benrrettarrg', kerttsakan listrik yang

menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk
terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan system dan

komunikasi dari pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh

salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian

ke{a sama ini.

Dalam ha1 te4adi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus
memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling
lambat 30 {tiga puluh} hari kalender setelah terjadinya Keadaan

Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah

setempa-t urtuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya-

Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan

keadaan kahar tersebut berakhir.

Pihak yang mengalami Keadaan kahar wqiib memberitahukan
pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu
Lx24 jam sejak te{adinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan
prrrMaFnrart tertutis' dalarn wahu 7 (tTrjukl hari kalertder
setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. pemberitahuan itu
sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar
yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan
berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah
dqan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan
pemberitahuan.

Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan

kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja sama ini setelah

keadaan kahar tersebut berakhir.

(2t

{3)

(4)

(s)
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Pasal 9

Jangka Waktu

Pe{anjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani

ole?r PARA PIHAI{ ttnttrk jaagka wakttr 5 (lima} tahu-n dan dapat

diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan

perpanjangan Perjanjian Keq'a Sama ini selambat-lambatnya 6

{enam} bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri

Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu
se6agaimana dimaksud pada ayat (1i, maka pihak tersebut

wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada
pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pengakhiran Perjanjian Kerja- sama ssfoagaimana- dimaksud
pada ayat {3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai

akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Peq'anjian Keq'a sama
ini.

{r4')-

Pasal 1O

rurryetesalarPerrsstisitrrrr
Apabila tedadi ketidakserasian berkenaan dengan pelaksanaarl
Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

Pemberltahuan

t1) segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk
penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan

Pedanjian Kerja sama ini dilakukan secara tertulis kepada

rnasirlg-rrra$irlg dengan aLaan^at:



-9*-

PIHAI< KESATU

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikaaa*t B*t*trg
Jl. Tandurusa - Naemundung, Aertembaga II Kota Bitung,
95526

Ilo.Telepon : {Oa38f-2239L56
Faksimlle : -

E-mail : psdkp.bitung@kkp.go.id

PIHAI( KEDUA

Unlversitas llalo Oleo

Fakultas Perihanan dan Ilmu Kelautan
Gedung susi PudJiastuti FPIK, Kampus Bumi rridarma
Anduonohu, Jl. H,E.A Mokodompit, Kendarl, Sulawesi

Tenggara, Indonesia 931232

No.Telepon : +6281343346aA2

Faksimile ! -

?-mo;ll : wadeklfpitr@rho.ac.id

t2l Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalarn
Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib
memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada
PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya t4
(empat belas) hari keq'a sebelum berlaku.

{3} Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk
memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan alamat di
atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang

mengubah alamat.
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tll

(2t

Pasal 11

Perubahan

Perjffijian I(erj* S,arna i*i dapat d*ubah berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

Perubahan dan /atau hal-hal yang belum diatur dalam

Per3'arijian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum

dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja

Sama ini.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian ini dibuat rlalam rangkap 2 {du4. asli" ber:neterai cukup
dan ditandatangani PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai

kekudtan hukum yang sarna untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


